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Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan
pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Indonesia telah melahirkan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 1ndonesia menggantikan Undang-
undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah memutuskan mengenai status hukum dan
pemeliharaan anak akibat perceraian orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran antara Indonesia
dengan Inggris. Terhadap putusan tersebut penulis mencoba menganalisis terhadap putusan Pengadilan
tersebut mengenai pemeliharaan anak dan status hukum anak bila ditinjau dari UU 12/2006.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan
pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Status hukum anak
ditinjau dari Undang-undang 12/2006 |ebih menguntungkan dibandingkan dengan UU 62/1958. Hal ini bisa
terlihat bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda
terbatas dari kedua orang tuanya. Disebut terbatas karena nanti setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
Sedangkan bila ditinjau dari UU 62/1958, status hukum anak itu mengikuti kewarganegaraan ayahnya sgja.
Dalam hal pemeliharaan anak maka berdasarkan yurisprudensiyurisprudensi, hukum tempat kediaman
sehari-hari si anak (habitual residence) yang berlaku, namun apabilaterjadi sengketa, maka"the best interest
of the child" merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutuskan sengketa. Dengan
diundangkannya UU 12/2006 maka anak dapat bebas dan tidak takut dideportasi. Terhadap pemeliharaan
anak maka tepatlah bahwa habitual residence merupakan solusi yang baik.

Divorce in the intermarriage of course bring the consequences of the legal status and maintenance children
produced from a mixture of the marriage. Indonesia has born the Law No. 12 Y ear 2006 on Citizenship of
the Republic of Indonesiareplace Law No. 62 Y ear 1958 on Citizenship of the Republic of Indonesia. The
court decision in the South Jakarta State Tax 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel have decided on the status of law
and maintenance children divorce their parents do that intermarriage between Indonesia and Britain.
Decision against, the author tries to analyze the court decision regarding the maintenance of children and the
legal status of children when the review of Law No. 12/2006.

Research method used is the normative and empiris legal research methods. While the approach to research
that is conducted research literature and interview. Review the legal status of children from the Law No.
12/2006 more profitable than the Law No. 62/1958. This can be seen that in the Citizenship Act new,
children can have alimited dual citizenship from both parents. Called limited because later after children
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aged 18 (eighteen) years old or have married the child must choose one of the stated nationality. Meanwhile,
when the review of Law No. 62/1958, the legal status of children isto follow his father's citizenship course.
In the case of the child based on the jurisprudence-jurisprudence, legal residence the day-to-day child
(habitual residence) is fine, but when disputes occur, then "the best interest of the child" isamajor
consideration for judges in deciding disputes. With born Law No. 12/2006 the children can be free and not
worry about deported. About a maintenance children isindeed appropriate that the habitual residenceisa
good solution.



